
PERATUMN DAERAH IGBUPATEN KONAWE SEI.ATAN

NOMOR T' TAHUN,2011,

TENTANG

IZIN PENYELENGGARMN PROFESI PELAYANAN KESEHATAN
DAN IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN

DITERBITKAN OLEH:

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAEMH

IGBUPATEN KONAWE SEI.ATAN

TAHUN 2011



PEMTURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SEI-ATAI{

NOITIOR: ID TAHUN 2011

TENTAT{G

IZIN PENYELET{GGARMI{ PROFESI PELAYAT{AN KESEHATAN
DAN IZIN USAHA BIDAT{G KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SEI.ATAN,

: a. bahwa dalam rangka menertibkan sarana pelayanan

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan
dan menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah
sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 20(X maka
diperlukan upaya-upaya penertiban agar dapat
memberikan konbibusi kongkit kepada daerah;

b. bahwa penyelenggaraan profesi pelayanan

kesehatan serta usaha dibidang kesehatan di
Kabupaten Konawe Selatan telah berkembang
pesat, sehingga perlu dilakukan pembinaan ,
pengawasan dan pengendalian agar sesual dengan
norma-norma hukum kesehatan dan dapat
memberikan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat yang bermutu dan berkembang;

c. bahwa dengan maksud huruf a dan huruf b diatas,
maka perlu diah'lr dan ditetapkan tentang Izin
Penyelengganan Profesi Pelayanan Kesehatan dan
Izin Usaha dibidang Kesehatan dengan Peraturan
Daerah.

| 1. Undang-undang Republik Indonesla Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republlk Indonesla tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1997 tentang Psikobopil<a (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3671);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara

Republik Indoneia Tahun 1997 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3698);
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4 Undang-undang Republik Indorresia Nomor 8 Tahun

1999 tlntang Perlindungan Konsumen (l'embara-n

Negara nedOlik Indonesia tahun 1999 Nomor 42,

iuiiUan.n' Lembaran Negara Republik Indonesla

3821);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun' 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Konawe Selatan di Provlnsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

iituln.n Lem-baran NLgan Republik Indonesia

Nomor 4267);

Undang-undang Republik Indonesla Nomor l0
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
perunOang-undangan (Lembaran Negara Republik

rnOonesif ranun ZOO+ Nomor 53, Tamba-han

i"mUtnn Negara Republik Indonesia Nornor 4389);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29

ianun- 2OO4 tentang PraKek KedoKeran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116'

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor '1431);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32

tanuniOO+ tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

t'legira Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125'

iti'tOuntn' Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 21437) sebagaimana telah diubah teralftir

o"nqin unoing-undang Nomor 12 Tahun 2008

i"n6ns Perubihan Kedua Atas Undang-undang

Itforoi 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha.n

oitnn (uemUa.an Negara Republik Indonesia

Tahun 2b08 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 48214);

Undang-undang Republlk Indonesia l'lomor 33

ianun iOo+ tentang Perimbangan Keuangan -antara

7.

9.

pemeriantan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Danr rhlik rn.lonesia Tahun 2004 Nomor Ll6tRepublik Indonesia T-ahun

iitounun Lembaran Negan RePublik

Nomor u1438);

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36--' 
i.nrnioog te-nang resehatan ( Lembaran Negara'

n"prOrif Indonesii Tahun 2009 . Nomor. 1'14'

i.itnlnan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063 );
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11. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

ilffi;ti oi."n- (Lembanri Nigara-Republik

il;;;;;i. r.nun zbos Nomor t3o; ramlahan

ffi;;; ll.guta Republik Indonesia Nomor

5049);
ilnOu"ig-rnOung Nomor 36 Tahun 2009 tgntanS

i;h."t . 1t-e-muaran Negara Republik Indonesia

iJr'un iooi Nomor 1214, Tambahan Lembaran

rlegiia iepuUtik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
- 

2007

i"'n6'ng p.tnuaglan Urusan Pemerintahan Antara

i-"t"ti-nan, Pelmerintahan Daerah Provinsi. dan
'P!m;iil'#. oaenh Kabupaten / Kota ( Lembaran

ir;;;;'Rd;btit tndonesia'tahun 2007 Nomor 82'

i.ilo.n.n l"tbaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun- 2007
'-' ;"ftu;;"peooman organisasi Perangkat Da^erah

ii"tuitn n.sara Rep-uunr Indonesia ran11-zioz

iffi;; d9,'il-moantn Lembaran Nesan Republik

Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor I
Tahun 1988 tentang ytasi eaKt dan PraKik DoKer

Oun- Oofc.t Cigi (Lernbacn Negara- Republik

inOon"ti. ranun 'tggg Nomor lilambahan

ffi;;; Negan Repubtik Indonesia Nomor 3366);

16. Peraturan Pemerintslh Republik Indonesia- N.omor
'"' bt;;h;n 

- 
1ee6 tendp -r9nas9 

K€sehatan

(Lembaran Negara Repubit-t< tnOonesla Nomor 49

lilili;e'6;ifioanari t-emuaran Nesara Republik

Indonesia Nomor 3637);

17. Perahjran Daerah Kabupaten Konawe. Selatan

Nomor 13 Tahun 2007 tentang P€mbentukan

6iJtnit iiaun Tata Kerja Dinas Daen(1Kabupaten

Konawe Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe *]tFn
i";;;;; rirrun z00z tentans Perubahan Kedua

;#t;t; 'oaeratr 
Kabupaten Konawe . sqq1

frli'i',il''iz-iin'un iooi tentans l"$lygl
iJt'u"ntn-- org.nit"ti dan Penngkat Daerah

KabuPaten Konawe Selabn;

Peraturan Daerah Kabupaten Konaw-e SqtPl

it;#10 rahun 2007 tentans uryfl P.9I-".tllPl

iui*-sfl tJff l:ilffitf T*HffiBlffi El
'd;il; s"bt 

" 
Taliun 2oo7 Nomor 1o);



i
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bercama

DEWAN PERWAKIIAN RAIflAT DAERAH
KABUPATEI{ KOI{AWE SELATAil

dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSI(AN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEil KONAWE
SELATAN TENTANG IZIil PENYELET{GGARAAN
PROFESI PELAYAI{A]{ KESEHATAT{ DAI{ IZIN
USAHA BIDANG KESEHATAT{

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemeriantah Kabupaten Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan;

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Badan Pengawas adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

8. profesi adalah suatu pekefiaan yang dilalaanakan berdasarkan suatu

keilmuan, memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang

berjenjang, memitiki kode etik yang bersilat melayani masyarakat;

g. DoKer adalah doKer umum, doKer spesialis, doKer gigi, doKer gigi speslalis

lulusan pendidikan kedoKeran atau kedoKeran gigi baik di dalaqn maupun di

luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bidan adalah seonng wanita yang telah mengikuU program pendidikan bidan

dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku;

11. perawat adalah seo6ng yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam

maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

6.

7.
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12. Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan

sumpah jababn Apoteker. Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia

sebagai Apoteker;

13. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi surat Izin

Apotek ( StA );

14. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja disamping Apoteker

Pengelola dan / atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka;

15. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola

selama apoteker pengelola tersebut tidak ada di tempat lebih dari 3 (tiga)

bulan secara terus menerus, telah memiliki Izin Kerja dan tidak beftindak

sebagai apoteker pengelola di apotek lain;

16. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang beri ijazah sekolah Asisten

Apoteker / sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi

Poliponik Kesehatan, AkademiaAnalisis Farmasi dan Makanan Jurusan Analis

Farmasi dan Makanan Poliponik Kesehatan sesuai peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;

17. Pengobatan Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional

( alternatif );

18. Surat lzin atau Surat Terdaftar adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan kesehatan;

19. standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagal petunjuk

dalam menjalankan profesi secan baik;

20. Resep adalah permintaan tertulis, dari Dokter, DoKer Gigi. DoKer Hewan

kepada Apoteker Pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan

obat bagi penderib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan

dan kosmetika;

22. Alat Kesehatan adalah Instrumen Aparatus, mesin, implant yang tidak

mengandungobatyangdigunakanuntukmencegah,mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit secara

pemulihan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struKur dan

memperbaiki tungsi tubuh;

23. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan yang diperlukan untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan;

24. Perlengkapan adalah semua keperluan yang dipergunakan untuk

melaksanakan pengelolaan / pelayanan kesehatan;



25. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara,

obat dan pengobatannya yang mengacu Kepada pengalaman, ketenmpllan

turun temurun , dan atau pendidikan / pelatihan, dan ditetapkan sesuai

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

26. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian ( Generik ) atau

campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk

pengobatan berdasarkan pengalaman.

27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberiakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentungan

orang pribadi atau badan;

28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan

Perundang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi;

29. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang

retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

30. surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjuhya disingkat SPTRD

adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan

perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan

Retribusi;

31. Masa retribusi adalah suatu jangka waKu tertentu yang merupakan batas

waKu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu

dan pemerintah Daerah yang terutang menurut ketentuan yang berlaku;

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

33. Peitritungan Retribusi Daerah adalah perincian besamya rehibusi yang harus

dibayar oleh wajib Retribusi (wR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan

pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar, yang dapat disingkat SKRDLB

adalah surat keputusan yang menetukan jumlah kredit retribusi lebih besar

daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;

35.SuratKetetapanRetribusiDaerahKurangBayar,YangdisingkatSKRDKB
adalahSuratKeputusanyangmemutuskanbesarnyaRetribusiDaerahyang
terutang;

36. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus

dibayaro|ehWajibRetribusi(WR)baikpokokretribusi,bunga,kekurangan
pembayaran retribusi, maupun sangsi administrasi ;
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37. Surat Ketetapan Retribusi Daenh Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah

surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

retribusi yang terutang dan tidak seharusnya tidak terutang;

38. Pembayann Retribusi Daerah adalah besamya kewajiban yang harus dipenuhi

oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah abu ke tempat lain

yang dituju dengan batas waKu yang telah ditentukan;

39. Penaglhan Retribusl Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan

Retibusi Daenh yang diawali dengan penyampaian Sunt Retribusi, Surat

Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar

Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi )€ng terutang;

40. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praKek

kefarmasian oleh Apoteker;

41. Klinik adalah fa$litas medik kecil yang menyediakan perawatan kesehatan

untuk pasien rawat jalan, yang sebagian besar diJalankan oleh 1 ( satu ) atau

bebenpa dokter umum, tapi ada juga yang dijalankan oleh perusahaan

srwasb, organisasi pemerintah atau rumah sakiq

42. Toko Obat (Pedagang Eceran Obat) adalah Orang atau Badan Hukum

Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat - obat bebas dan obat -
obat bebas terbatas unhrk d'rjual secara eceran ditempat tertentu

sebagaimana tercantum dalam surat izin;

43. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggankan pelayanan kebidanan

bagi wanita hamil,bersalin dan masa nifas fisiologi termasuk pelayanan KB

serb peralatan bayi baru lahir;

,t4. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan

medik dasar dan spesialisti(pelayanan penuniang medik pelayanan instalasi

dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;

45. Sunt Izin Praktek Fisloterapis (SIPF) adalah buKi tertulls yqpg diberikan Dinas

Kesehatan l(abupaten kepada fisioterapis untuk menJalankan PnKek

Fisioterapis;

46. Surat lzin Kerja (SIK) Refraksionis Opusien adalah buKi tertulis yang diberikan

Dinas Kesehatan Kabupaten kepada Refiaksionis optisien untuk melakukan

pekerjaan di sarana pelayanan Kesehatan;

47. Optikal adalah sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata

koreksi dan/atau lensa kontak;
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48'IzinUsahadibidangKesehatanadalahizinyangdike|uarkano|ehkepa|aDinas
Kesehatan mellprfi fti. lpottL, Izin Klinlk' Izin Toko Obat' Izin PnKek

Fisioterapis, tzin Rumafr g";h; Izin Rumah Sakit Umum Swasta' Izin Kerja

RefraksionisOptisien,danlzinPenyelenggaraanOptikalpngberadadl
Wilayah KabuPaten Konawe Selabn;

4g.SuratlzlnPraKekFlslotraplsada|ahbuktlteftl|isyangd|berlkanDhas
KesehatanKabupatenKepadaflsiotrapisyangmemenuhipersyaratanunfuk
menjaf ankan praKek keprofesiannya I

50. Refnsionis Opusien adalah seorang yang tulus pendidikan repraksionis

optesion minimal ptogiut pendididkan diploma'baik didalam maupun diluar

negeri sesual dengan p"ttutn perundang-undangan yang berlaku;

5l.Fisioterapisada|ahorangyangte|ahlutuspendidikanfisioterafissesua|dengan
peraturan perundang-undagan yang berlaku;

52. Rumah sakit umum Swasta Pratama adalah Rumah sakit Umum Swasta yang

memberikan pelayanan medik yang bersifat umum;

53. Rumah sakit Umum Swasta Madya adalah Rumah sakit Umum Swasta yang

memberikan pelayanan Medik yang bersifat umum'pelayanan medis spsialistik

dasar dalam Rumah sakit umum 
-swasta 

Madya adalah Rumah sakit umum

Swasta yang memberikan pelayanan Medik yang bersifat umum'pelayanan

medis spsialistik dasar dalam 4 cabang;

54. Rumah sakit Umum Swata utama adalah Rumah Sakit Umum Swasta yang

memberilGnpetayananmedikyangbersifatumum,pelayananmedis
spesialistik dasar dan pelayanan medis spesialistik luas;

55. perayanan spesialistik Dasar adarah perayanan medis spesiaris penyakit dalam,

keUidanan dan kandungan,bedah dan kesehatan anak;

56. Pelayanan Medis Spesiallstik Luas adalah pelayanan Medis Speslallstik dasar

ditambah ctengan G;;;;" spesialistik Telinga, Hidung dan.Tenggorokan,

Mata , Syarat ,'*., i"fn- dan Kelamin' Jantung' Paru' Radlology' Anastesi'

Rehabilitasiueois,patotogiKlinis,patologiAnatomi,danPelayananspesialistik
lain sesuai dengan kebutuhan'

BAB II

NAMA' OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama lzin Penyelenggaraan Profesi Pelayanan Kesehatan dan Izin Usaha

Bidang Kesehatan oipungut 6"nya seuagai pembayaran atas pelayanan pemberian

izin kepada penyelenggara- ptf"ti ielayanan kesehatan serta usaha bidang

kesehatan.



Pasal 3

(t) yanq menjadiobyek pungutan dalam Peraturan Daenh Iniadalah seilap izin
' ' penieteno-oaraan Proftsi Pelayanan Kesehatan'

e) y;[-;;ilJi <iuv"r neuiUus adatah setiap pemberian izin dibidang
'-' fesdnaan iengan besaran tarif retribusi sebagai befikut :

1. Apotek no' soo'!!!rP!n
2. Ktinik no. m!.Qllrilzln
3. Toko Obat RP' 150'000'-/Izln

4. PnKek Yang meliPti :

- inttir #rkelompok Dorcer spesialis Rp' 500'000''[zin

- oorcter I Dokter Gisi no' l!!'Q!!r{-tzin
- Kebidanan 

- Ro' z!!'!Q!r{zjn
- eengobatan Altematif Re' 1s9'999r44n

- Frsioterapis Re' 199'9ggr4zin

- perawat nP. $0'!!!,-P!n
5. Rumah Bersalin Rp' 500'000'-/Izin

6. nefomendasi pendirian RSU Swasta yang melipuU :

- Rsu swasti utama Re.1.!gg'99gr4zln

- Gu iG'ta uaavu Re'1'?gg'gqr44n
_ RSU Swasra prarama Rp.1.000.-099,-Aztn

z. Sunt rzin Kerja Refraksionis OpUsien Re' 199'gggr4zln

i. F"nvlr"nssjrian opUkal Rp' 100'000.'y'Izin

(3) iilyeli reriSusi adalih onng pribadi atau badan yang mendapat izin serta
' ' 

vani dimaksud pada a)at (2) pasal ini'
(4) ffi;d';;ki; ffi;fitd izin sebasaimana dimaksud pada avat 2 {d.ua)''' -i"i.i' ."r.t. i-trita)'tahun dan dlpat diperpanjang dengan Tqng.aiukan

permononan setaniuat-iamuaurya 2 (dua) bulan sebelum iangka walGl Einnya

benkhlr.
tSl oiiim nngka pemblnaan dan pengawasan, terhadap Sunt lzin Usaha Bidang
'-' r;r"nuan-wajio onaru<an peiroaiaran uiang (heregistrasl) seffap 1 (satu)

tanrn sefafi d6ngan biaya sebesar 25o/o dari blaya izin usaha'

{
Pasal 4

(1) Yang meniadi subyek pungutan .Eil . Penyelenggaraan Profesi Pelayanan
'-' Kdhabn'dalam ieraturan Daerah ini adalah Dol6er Umum, Dokter Gigi,

frGi ipof.fis, Bidan, Perawaq Apoteker, Asisten Apoteker dan Pengobat

Tndisional;
(2) i;;;;;iadi subyek Retribusi Izin usaha bidano kesehatan adalah orang

pribadt atau uaoan yang minoapat izin seperti yanj'oimaksud Pasal 3 ayat (2)

PerahJran Daerah lni.

BAB III
GOLOilGAT{ RETRIBUSI

Pasal 5

Izin penyelenggaraan profesi pelayanan kesehatan dan Izin usaha bidang

feset'aan digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu'

o



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Pertama
Dokter

Pasal 6

setiap Dokter dapat menjalankan pnKek pada sarana kesehatan dan/atau
perorangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan prakek kedokteran harus tetap berasaskan nilaFnilai luhur yang
terkandung dalam pancasira sebagai sarah satu sumber hukum dengan
memperhatikan berbagai landasan dasar pelaksanaannya yaitu :a. Asas Nilai llmiah;
b. Asas Manfaau
c. Asas Keadilan;
d. Asas Perlindungan dan Keselamatan penerima pelayanan kesehatan;e. Asas Kemanusiaan,

Pasal 8

(1) DoKer.mempunyai wewenang melakukan praktek kedokteran sesuai dengan
pendidikan yang dimiliki yang terdiri atas :

a. Mewawancarai pasien.
b. Memeriksa fisik dan mental pasien.
c. Menentukan pemeriksaan penunjang.
d. Menegakkan diagnosis.
e. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien.
f. Melakukan tindakan kedoKeran atau kedoKeran gigi sesuai dengan

kompetensi.
g. Menulis resep obat dan alat kesehatan.
h. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi.

(2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud padJ iyat (1), doker dalam
melaksanakan praKek sesuai dengan kewenangannya harus :
a. Menghormati hak pasien.
b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani.
c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundangr-undangan yang

berlaku.
d. Memberikan informasi tentang pelayanan yang akan diberikan.
e. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.
f. Mefakukan catatan medis (medical recordl dengan baik.
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Bagian Kedua
Bidan

Pasal 9

Bidan dapat menjalankan praKek pada sarana kesehatan dan atau perorangan.

Pasal 10

Bidan dalam menjalankan praKek harus sesuai dengan kewenangan yang

diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan
pelayanan berdasarkan standar profesi.

Pasal 11

Bidan dalam menjalankan praKek percrangan harus memenuhi persyaratan yang
meliputi :

a. Tempat dan ruangan pnKek;
b. Tempat tidur;
c. Peralatan;
d. Obat-obatan (tertentu);
e. Kelengkapan administrasi.

Pasal 12

Bidan dalam menjalankan praktek harus membantu program pemerintah dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehabn ibu dan anak
serta keluarga berencana.

Pasal 13

Dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut,
bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu
dan anak sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 14

Bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan
yang meliputi :

a. Pelayanankebidanan;
b. Pelayanan keluarga berencanal
c. Pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga
Perawat

Pasal 15

(1) Perawat dalam melaksanakan praKek keperawatan berwenang untuk :

a. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan

diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan

dan evaluasi keperawatan.

I
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b.'l]ndakan keperawatan sebagarmana dimaksud pada ayat (1) meripufl :
intervensi keparawatan, observasi keperawatan, pendidii<an ian konseling
kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oreh
organisasi profesi.

(3) Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan
tertulis dari doKer.

Pasal 16

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaKud dalam pasal 15
perawat berkewajiban untuk :

a. Menghormati hak pasien.
b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani.c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

masih berlaku.
d. Memberikan informasi tentang pelayanan yang diberikan.e. Meminta persetujuan Undakan yang akan dilalukan.f. Melakukan catatan perawatan dengan baik.

Pasal 17

Perawat dalam melakukan pnKek keperawatan harus sesuai dengan kewenangan
yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta daiam memberilan
pelayanan berkewaji ba n mematuhi standar profesi.

Pasal 18

Perawat dalam menjalankan praKek harus membantu program pemerintah dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

pasal 19

Perawat dalam menjalankan pnKek keperawatan harus senantiasa meningkatkan
mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan irmu pengibhuan
dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang t-ugasnya,
baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi prdfesi.

Pasal 20

(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang / pasien, perawat
berwenang melakukan pelayanan kesehatan diluar keweningan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90;

(2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dutujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 21

(1) Perawat yang memiliki slpp dapat melakukan asuhan keperawatan dalam
bentuk kunjungan rumah.

(2) Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan
rumah harus membawa perlengkapan perawatan sesuai kebutuhan.
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Pasal 22

(1) Perawat dalam menjalankan pnKek perorangan sekurang-kurangnya harus
memenuhl persyarabn :

a. Memiliki tempat praktek yang memenuhi syarat kesehatan.
b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan maupun

kunjungan rumah;
c. Memiliki pedengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan,

formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.
(2) Persyantan perlengkapan sebagaimana dimakud pada ayat (1) harus

sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan
oleh organisasi profesi.

Bagian Keempat
Apoteker dan Apoteker pengelola Apotek

Pasal 23

(1) Apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau sarana
pelayanan obat lainnya.

(2) Apoteker dapat melakukan pengelolaan Apotek hanya pada 1 (satu) Apotek.

PasF,l 24

Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan
kewenangan yang diberikan dan berdasarkan standar Drofesi.

Pasal 25

(1) Dglam pelaksanaan pengelolaan Apotelg Apoteker pengelola dapat dibantu
oleh Asisten Apoteker.

(2) Apoteker pengelola harus menunjuk apoteker pendamping atau apoteker
pengganU, apabila berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka praKek.

(3) Penunjukan dimaksud pada ayat (2) harus ditaporkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan lGbupaten, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

(4) Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Asisten Apoteker

Pasal 26

(1) Asisten Apoteker dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau
Toko Obat Berizin.

(2) Asisten Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus sesuai
dengan kewenangan yang diberikan dan berdasarkan standar profesi.



II.

Pase,l27

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada Apotek sebagaimana

dimaksud dilam Pasal 23 ayat (1), Asisten Apoteker bertindak sebagai

Pembantu Apoteker Pengelola.
Dalam menialankan pet<e6aan kefarmasian pada Toko Obat Berizin

sebagaimani dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), Asisten Apoteker bertindak

sebagai penanggung jawab teknis.

Bagian Keenam
Pengobat Tradisional

Pasal 28

(1) Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau' 
perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan'

(2) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan' - 
sebJgai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan

penyakit dan/atau pemulihan kesehatan.

Pasal 29

(1) Pengobatan tradisional diklasifikasikan dalam jenis ketenmpilan, ramuan,

pendekatan agama dan supranatural'
(2) Kasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengobatanlradisional keterampilan terdiri pengobat tradisional pljat urut,

patah tutang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupurturnes's, akupunturnesias,

lhiropractoidan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis'

b. Pengobatan tardisional ramuan terdiri dari pengobatan tradisional .ramuan
Ind6nesia (lamu), gurah, tabib, shinshe, homoepathy, aromatherapist

dan pengobatan tradisional lainnya yang metodenya sejenis'

c. Pengobaltan tardisional pendekatan agama terdiri dari pengobatan

trad'isional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katoli( Hindu dan

Budha.
d. Pengobatan tradisional supranatural terdiri dari pengobatan tradisional

teniga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan

dan pengobatan tradisional yang metodenya sejenis'

Pasal 30

Penyelenggaraan pengobatan tradisional bertujuan untuk :

(1) Membina upaya pengobatan tradisional.
(2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat- 

.

i5i M"nginu.ntaiisasi iumtah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya.

I
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Pasal 31

Pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan apabila :
(1) T]dak membahayakan jiwa atau melanggar susira dan kaidah agama serta
_-. kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diakui di Indonelia.
(2) Aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
(3) Tidak bertentangandengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat,

tidak bertentangan dengan norma dan nirai yang hid-up daram masyarartat.

Pasal 32

(1) Pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jeras dan tepat kepada
._ pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya.
(2) Informasi sebagaimana dimakud pada lyat (1) dibbrikan secara lisan yang

Tgfakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang
dilakukan.

(3) semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien

. -. lurr mendapat persetujuan pasien dan ibu keluarganya.
(4) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
(5) seuap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung resiko tinggi bagi

pasien harus dengan persetujuan yang ditandatangani oleh yang--berhak
memberikan persetujuan.

Pasal 33

(1) Pengobat tradisional dapat memberikan :

a' obat tradisional yang diproduki oleh industri obat tradisional (pabrikan)
yang sudah terdaftar sefta memiliki nomor pendaftaran.

b. Obat tradisional racikan.

(2) Pengobatan tradisional dapat diberikan surat permintaan tertulis obat
hadisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasien.

Pasal 34

Penggunaan obat tradisional harus memenuhi standar dan/atau persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8AB V
PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 35

(1) Penetapan Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan berdasarkan srrRD dengan
menerbitkan SKRD;

(2) Dalam hal sPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana
mestinya,maka diterbitkan SKRD secara jabatan ;

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditehpkan oleh Bupati.

l)

-q
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Pasal 36

Apabila berdasarkan hasil pemerilaaan ditemukan data baru dan atau data yang

semula dab baru dan abu data yang semula belum terungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan
SKRD tambahan;

BABVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

(1) Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Pustu kepada
seorang penderita dikenakan retribusi yang wajib dibayar oleh subyek retribusi
sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;

(2) Besarnya retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran peraturan daerah dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
WII.AYAH PUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan yang
diberikan.

BAB VIII

PENAGIHAN

Fasal 39

Ruang lingkup pelayanan dibidang kesehatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi
pemberian pelayanan oleh DoKer Umum, DoKer Gigi, Dokter Spesialis, Bidan,
Perawat, Apoteker, Asisten Apoteker dan Pengobat Tradisional serta Izin Usaha
bidang kesehatan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat.

BAB IX
ASAS

Pasal 40

Penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan dilaksanakan berasaskan

Pancasila dan didasa$an pada nilai ilmiah, manfaat, keadibn; kemanusiaan,
keseimbangan dan perlindungan sefta keselamatan pasien / konsumen jasa

kesehatan.
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BAB X
MAKSUD DAN TU'UAN

Pasal 41

MaKud ditetapkanya Peraturan Daerah ini adalah untuk d'rjadikan pedoman dalam
pemberian izin penyelenggaraan profesi pelayanan kesehatan dan lzin Usaha
Bidang Kesehatan.

Pasal 42

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
(1) Mengatur, membina dan mengawasi pemberian izin penyelenggaraan profesi

pelayanan kesehatan.
(2) Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
(3) Mengawasi dan mengendalikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
(4) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERIZINAI{

IZIN PENYETENGGARAAN PROFESI PETAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama
Dokter

Pasal 43

(1) Setiap Dokter yang melakukan praKek kedoKeran sesuai profesinya, wajib
memilki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan atas nama Bupati.

Pasal ,14

(1) Untuk memperoleh izin praKek dokter sebagai dimaksud pada pasal 43 ayat
(1) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara terulis kepada Bupati
melalui Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah disedlakan.

(2) Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlajukan dengan
melampirkan persyaratan yang meliputi :

a. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) DoKer yang diterbitkan dan
dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yang masih berlaku;

b. Surat Pemyataan mempunyai tempat pnKik abu surat keterangan dari
sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praKknya;

c. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praKik;
d. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
e. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4

cm sebanyak 2 (dua) lembar.
(3) Dalam pengajuan permohonan SIP (Surat lzin PraKik) sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus dinyabkan secara tegas permintaan SIP untuk tempat
praKik Pertama, Kedua atau Ketiga.
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(4) Untuk memperoleh SIP kedua dan ketiga pada jam kerja, Dokter yang bekerja
di sarana pelayanan kesehatan pemerintah harus melampirkan surat izin dari
pimpinan instansi / sarana pelayanan kesehatan dimana DoKer dimaksud
bekerja.

(5) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan, paling lama 2
(dua) hari segen disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

. Pasal 45

(1) Permohonan pemberian izin ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi
salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat(2).

(2) Penolakan atas pemberian surat izin sebagai dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan
yang disertai dengan alasan - alasan penolakan.

Pasal 46

Dalam hal permohonan di setujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari ke{a
sejak diterimanya permohonan, Kepada Dinas kesehatan atas nama Bupati

mengeluarkan surat Izin PraKek DoKer melalui Dinas Kesehatan'

Pasal 47

(1) Surat Izin PraKek diberikan dan berlaku paling banyak 3 (tiga) tempat PraKek
baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun
praKik perorangan.

(2) Tempat PraKek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
surat Izin PraKek.

(3) 1 (satu) Surat Izin PraKek hanya berlaku untuk satu tempat praKek'

Pasal 48

(1) Dokter yang telah memiliki SIP (Sunt Izin PraKik) dan menyelenggarakan
praKik perorangan wajib memasang papan nama pnKik kedolGeran.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada a)€t (1) harus memuat nama

dolGer dan nomor registrasi, sesuai dengan SIP yang diberikan.
(3) Dalam hal DoKer sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan melaksanakan

pnktik dapat menunjuk doKer pengganti'
(4) DoKer pengganu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus doKer yang

memlliki SIP yang setara dan Udak harus SIP di tempat tersebut.
(5) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingn pemenuhan pelayanan, doKer

yang memiliki SIP dapat mengganUkan doKer spesialis, dengan

memberitahukan penggantian tersebut kepada pasien'

Pasal 49

1) langka waKu berlakunya Izin PraKek DoKer adalah selama 5 (lima) tahun dan

dapat diperbaharui kembali.
2) Surat Izin prapek dapat habis masa wapunya sebelum jangka wa6u.5 (lima)

tahun, apabila surat tanda registrasi doKer habis masa berlakunya dan tidak

diregistrasi ulang.

dalam
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Pasal 50

(t) o_9t9q rangka pembinaan 
-dan pengawasan, terhadap surat tzin wajib

-_ dilakukan pendaftann urang ( heregistrisi ) setiap t (satu) bhun sekali.
(2) Pendaftaran urang sebagaimana dimaKud pao'a ayat (r; narus diajukan

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh rempo.

Pasal 51

(1) 'l'iap Surat Izin dan pendaftaran ulang yang telah dikeluarkan atau diregistrasi,
dikenakan pungutan.

(2) Besamya pungutan sebagaimana dimaKud pada ayat (1), ditetapkan
sebagai berikut :

a. Izin PraKek DoKer umum sebesar Rp. 250.000,- lrzin dan pendaftaran
Ulang/Registrasi Rp. 50.000[ahun

b. Izin PraKek DoKer Gigi sebesar Rp. 250.000,- lrzin dan pendaftaran
Ulang/Registrasi Rp. 50.000[ahun

c. Izin PraKek Dokter spesiaris sebesar Rp. 500.000,- fizin dan pendaftaran
Ulang/Registrasi Rp. 100.000[ahun

Pasal 52

Setiap pengajuan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai dengan
Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 53

Dokter yang menghentikan dan/atau menutup kegiatan praKeknya, maka yang
bersangkutan wajib memberitahukan/melapor kepada Kepala Dinas'Kesehatan

Pasal 54

(1) Dalam hal terjadi perpindahan tempat praKeK maka yang bersangkutan wajib
melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perpindahintemfat
praKek.

(3) Apabila ketentuan ayat 2 (dua) tidak dipenuhi, maka surat Izin praKek yang
diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan wajib untuk mengalukan
permohonan izin baru.

Bagian Kedua
Bidan

Pasal 55

(1) Setiap Bldan yang melakukan praKek kebidanan sesuai profesinya, wajib
memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kesehaban atas nama Bupati.

I

Pasal 56
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(1) untuk memperoleh izin praKek bidan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55

lVat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
BupaU melalui Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah
disediakan.

(2) Permohonan izin pral<tek bidan diajukan dengan melampirkan persyaratan
sebagai berikut :

a. Foto Copy Sunt Izin Bidan (SIB) yang masih berlaku.
b. Foto C.opy Ijazah Bidan yang dilegalisir.
c. Surat persetuJuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa baKi atau sebagai

Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan.
d. Surat Keterangan Sehat dari DoKer.
e. Rekomendasi dari organisasi profesi.
f. Daftar alat yang dimiliki.
g. Pas Foto Wama Ukuran 4 x 6 cm sebarryak 2 (dua) lembar.

(3) Rekomendasi yang diberikan organisasl profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan
keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta
kesanggupan melakukan praktik bidan.

(4) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan, paling lama 2
(dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 57

(1) Permohonan pemberian izin ditolak apabila yangl bersangkutan Udak
memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 (2).

(2) Penolakan atas pemberian izin sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan,
yang diserbi dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 58

Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak
diterimanp permohonan, Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati
mengeluarkan Surat Izin PraKek Bidan (SIPB) melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 59

(1) SIPB hanya diberikan untuk paling banyak 2 (dua) tempat praKek.
(2) Tempat praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana

kesehatan dan tempat tinggal atau yang dipersewakan.
(3) Satu Surat Izin PraKek hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praKek.

Pasal 60

(1) Jangka waKu berlakunya SIPB adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperbaharui kembali.

(2) Surat zin PraKek Bidan dapat habis masa berlakunya sebelum jangka waKu 5
(lima) tahun, apabila Surat Izin Bidan (SIB) habis masa berlakunya dan tidak
diperbaharui kembali.



Pasal 61

(1) Djl?T rangka pembinaan 
.dan pengawasan, terhadap surat izin waiib

.^. ditakukan pendaftaran utang (neregistra"si) d*b t r*iuiiunri'r"ka-"' "'gJ

tZ) fg.iOagra.n utang sebagalniana 
-Oira6rO 

p5O, ,yrt (1) harus diajukanselambat -lambatnya t lsatuy bulan sebelum;Jtun t"rpo.

pasal 62

(1) 
T:p surat Izin dan pendaftaran urang yang terah dikeluarkan atau diregistrasi,dikenakan pungutan.

(2) Besarnya pungutan sebagaimana dimakud pacta ayat (1), ditebpkanRp. 200.000,- / izin dan pendaftaran urungTi"gis[rasi Rp. 50.000/rahun

Pasal 63

setiap pengajuan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai denganPeraturan Daerah yang berlaku.

pasal 64

Bidan yang menghentikan-_ll1 
?t , menutup kegiatan praKeknya, maka yangbersangkutan wajib memberitahukan rur"po;ld;;a xepata Dinas Kesehatan.

pasal 65

tt) !-{1m hal teiadi frpindlhll tempat praKek, maka yang bersangkuran wajib
.^. melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

-

(z) Jangrc waKu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waJibdisampaikan serambat-rambatnvf t lsatuy ouirn,"t"rin p".piholnii' t"rdutpraKek.
(3) Apabita ketentuan ayat (2)

diberikan dinyatakan tidak
pennohonan izin baru.

tidak dipenuhi, maka Surat lzin praKek yang
berlaku lagi, dan wajib untuk mengajuka;

Bagian Ketiga
Perawat

pasal 66

(1) Setiap Perawat yang meraksanakan praKek keperawatan pada saranapelayanan kesehatan wajib memiliki Surai Izin Kerja 
'(SIK).

(2) Setiap..P:raw+ yang. m_elakukan praKek perorangan i berkelompok wajiomemiliki Surat Izin praktik perawat (SIpp). 
'

(3) surat Izin sebagaimana dimaksud |aoa ayat (1) dan (2) dikeruarkan orehKepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati. 
'
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pasal 67

(1) Untuk memperoreh sIK. sebagaimana drmaksud daram pasar 66 ayat (1), yang
F*lgtqn mengaJukan p6-ononJn .ecao terturis kepada Bupati merarui_ Dinas Kesehatan dengan mengisi formufir yang tetah disediakan.(2) Permohonan sebagaimana olmaksuo- paoi''ayat 1t) diajukan dengantgl.Tp!"n pesyaratan )rang metiputi

I. Fto Copy Sunt Izin penwit lSti; yang masih bertaku.
b. Fto copy rjazah perawat vani oiri6jrisir.. 

--'
c. 

-S_urat 
Keterangan lari pimiinan-saiuna pelayanan yang menyatakantanggal mulai bekerja.

d. Rekomendasi dari Organisasi profesi.

9. lto Copy Kartu Anggoh profesi.
r. surat Keterangan Sehatdari Dokter.
9. Foto Copy KTp yang masih bertaku.
h. Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (clua) lembar.(3) 
l:qo.non.n yang dinyatakan.lengkap of,!n'oii., Kesehatan paling lama 2(dua) hari segera disampait<an tepioa'refira oinas Kesehatan.

Pasal 68

(1) Untuk memperoreh slpp sebagaimana dimaksud dalarn pasar 66 ayat (2),
yqng bersangkutan mengajukan permohonan tertutis kepada erpati'ilriui

,^. ?in.r Kesehatan dengan mengisi iormulir Vang telat disediakan.(rlrermononan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan denganmelampirkan persyaratan yang.meliputi ; i

g. Fto CopV Sunt lzin perawat (SIi) yang masih berlaku;
b' Foto copy lJazah ahri.maorc tepeb,"Stan it* ijazah pendrdikan dengankompetensi lebih Unggl yang diakui pemerintah;
c' Surat Keterangan pengaraman kerja minimal i (tiga) tahun dari prmpinan
. :apna tempat kerja, khusus bagiAhli Madya feperiwatan (AMK).

d. Rekomendasi dari Organisasi profesi.
e. Foto Copy Kartu Anggob profesi.
f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
g. Pas Foto wama ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.(3) 
lgqortonan yang dinyatakan.rengkap oiun bi,ias-resehatan paring rama 2(dua) hari segen disampaikan kepSla kepata oinai Kesehatan.

Pasal 69

Permoho-nan untuk memperoreh sIK sebagaimana dimaksud daram pasar 66 ayat(1), wajib diajukan selambat-lambatnya dalam waKu 1 (satu) bulan ilte'randiterima bekerja.

Pasal 70

(1) Permohonan pemberian sIK atau SIpp ditorak apabira yang bersangkutan tidak
memenuhi sarah satu persyaratan sebagaimana dimaksud-daram pii.ioz ,vut(2) dan Pasat 68 ayat (2).



(2) Penolakan atas pemberiaan izin sebagaimana dimaksud daram ayat (1)
dikeluarkan paling rama 6 (enam) hari ke6a sejak diterimanya p"rrbntnin
yang disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 71

Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja
sejak diterimanya permohonan, Kepara Dinas Kesehatan atas nama Bupati
mengeluarkan SIK atau SIpp melalui Dinas Kesehatan.

PasalT2

(1) Peraw€t yang telah memiliki slpp dapat melakukan praktek perorangan /
berkelompok.

(2) Tata cara pemberian izin praKek berkelompok akan diatur kemudian dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 73

sIK hanya diberikan dan berraku untuk 1 (satu) tempat sarana perayanan
kesehatan.

Pasal 74

(1) SIPP hanya diberikan dan berraku untuk paring banyak 1 (satu) tempat
praKek.

(2) Tempat Praktek sebagaimana dimaksud daram ayat (1) meliputi tempat
,_ qraktek perorangan atau praktek berkelompok,
(3) Tj.mpa!_flaktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicantumkan

dalam SIPP.

Pasal 75

(1) Jangka waktu berlakunya sIK dan slpp adalah 5 (lima) tahun dan dapat
diperbaharui kembali.

(2) sIK dan SIPP dapat habis masa berlakunya sebelum jangka waKu 5 (lima)
tahun, apabila surat Izin perawat (slp) habis masa-beilakunya dan tidak
diperbaharui kembali.

Pasal 76

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, terhadap SIK dan SIpp wajib
dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap f (satu) tahun sekali.

(2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada 
-ayat-(1) 

harus diajukan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal77

(1) Tigp surat lzin dan pendaftaran ulang yang telah dikeluarkan atau diregistrasi,
dikenakan pungutan.



(Z) fglya pungutan sebagrimana,dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rp.150.000,- / izin dan pendaftaran Ulang/Registiasi Rp. SO.O0Offahun '

Pasal 78

setiap pengajuan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai denganPeraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 79

Perawat yang menghentikan.dan.atau menutup kegiatan praKeknya, maka yang
bersangkutan wajib memberitahukan / merapor'kepida Kepara oinas riesenatin.

Pasal 80

(1) Dalam hal terjadi perpindahan tempat prakterg maka yang bersangkutan wajib
melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Jangka waku pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
disampaikan serambat-rambatnya 1 (satu) buran seterah perpindati,i'temiat
praKek.

(3) Apabila ketentuan avat.(2) tidak dipenuhi, maka surat lzin praKek yang
diberikan dinyatakan tidak berraku ragi, dan wajib untuk mentaiuian
permohonan izin baru.

Bagian Keempat
Apoteker

Pasal 81

(1) 
-sejigg 

Apoteker yang merakukan pekerjaan kefarmasian, wajib memiriki surat
Izin Kerja Apoteker.

(2) Izin sebagaimana dimaKud pada ayat (1) dikeruarkan oreh Kepara Dinas
Kesehatan atas nama Bupati.

Pasal 82

(1) Untuk memperoleh surat Izin Kerja Apoteker, yang bersangkutan mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan ?enoan
mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan
melampirkan persyaratan yang meliputi :

a. Foto Copy Ijazah Sarjana Farmasi dan Apoteker yang dilegalisir;
b. Foto Copy Surat Sumpah Apoteker;
c. Rekomendasi dari organisasi profesi;
d. lqat Keterangan sehat dan tidak buta warna dari Doker yang memiliki

SIP;
e. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
f. Pas Foto Warna Ukuran 4x 6cm sebanyak 2 (dua) lembardan 3 x4 cm

sebanyak 1 (satu) lembar.
(3) Permohonan yang dinyatakan rengkap oreh Dinas Kesehatan, paring rama 2

(dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.



Pasal 83

(1) Permohonan pemberlan lzln ditolak apabila yang bersangkutan tidak
memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal g2
ayat (2).

(2) Penolalon atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak ditemanya permohonan,
yang disertai dengan alasan- alasan penolakan.

Pasal 84

Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja
sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan atas nima Buoiti
mengeluarkan Surat Izin Kerja Apoteker melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 85

(1) surat Izin Kerja Apoteker hanya diberikan dan berlaku untuk 1 (satu) sarana
kefarmasian.

(2) langka waKu berlakunya Surat Izin Kerja Apoteker adalah 5 (lima) tahun
dan dapat diperbaharui kembali.

Pasal 86

(1) D;lam rangka pembinaan dan pengawasan, terhadap surat izin kerja wajib
dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekaii.

(2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 87

(1) nap surat Izin dan pendaftaran ulang yang telah dikeluarkan atau diregistrasi,
dikenakan pungutan.

(2) Besamya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rp.
200.000,- | izin dan Pendaftaran Ulang/Registrasi Rp. 50.000flahun.

Pasal 88

Setiap pengajuan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai dengan
Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 89

(1) Dalam hal terjadi perpindahan tempat bekerja kefarmasian, maka yang
bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Jangka waKu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perpindahan tempat
bekerja.
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Bagian Kelima
Asisten Apoteker

Pasal 90

(1) Setiap Asisten Apoteker vap 
.me]afuk91 pekerjaan kebrmasran, wajib

,_. memitiki Surat Izin Kerja Asisten ADoteker (SIKIA)
(2, zn sebagaimana dimakud oada ayat 1iy oidtuartan oleh Kepata DinasKesehatan atas nama BuDati.

Pasal 91

(1) Untuk memperoteh tro, o:.lTj 
-tsisten 

Apoteker (SIKAA), yang
R::lrg?L mengajukan permoionan secara t"rt ri" iupiO.-6rpatr metatui

,-,, :,l:T-STh"t n deng€n mengisi formutir yang tetah diseOlafan.--'(2; permohonan sebagaimana dim-akud iadj ayat- iij 
-Jiaiuxan 

oenganmelampirkan persyaratan yang meflput| :
a. Foto Copy Surat Izin Asisten Apoieker (SIAiA) yang masih berlaku.b. Foto copy rjazah Asisten. .Apotee vinii 

.oi*-n-tun--oieti, 
eimpinanpenyelenggara pendidikan Asisten Apotetei; -

c. Surat Keterangan Sehat dan UOat iuii *irna dari Dokter yang memiliki

d. surdl-_keterangan dari pimpinan sarana.. k€farmasian atau apotekerpenanggung jawab yang menyabkan marit o"ieli- piau-#runu yungDersangkutan.

9. Fto_C9pv rrp vang masih bertaku;
f. Pas Fbto Wama Ukuran 4 x 6cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x4 cmsebanyak 1 (satu) lembar,

(3) P€rmohonan yang. dinyatakan lengkap_oleh Dinas Kesehatan, paling tama 2(dua) hari segera disampaikan kepada Kepata Oinas XesenaEri. """'

Pasal 92

(1) Permohonan pemberian izin ditolak apabila
memenuhi salah safu p€Byaratan sebagaimana
ayat (2).

(2) 
fnolakan atas pemberian izin 

.sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
9i!"]r:lhl patins tama 6 lenam) harikerla ;J"k ;ffiil;yTfrrononunyang disertai dengan alasan-alasan Denolakan_

Pasal 93

Dalam hal permohonan disetuiui. maka paling lama 12 (dua belas) hari kerjasejak diterimanya permohonan, Kepala Dinis f"."t.tai--a't""r-'ia'ra arp.timengeluarkan Surat tzin Kerja Asisite; Apoteter (Stfnni'rn-etarjiinasl"r"nat n.

(3) 
lpJ.bjl3 kerentuan ayat (2) udak dipenuht,
(SIKA) yang diberikan dinyatakan tidak
mengajukan permohonan lzin baru.

maka Surat Izin Kerja Apoteker
Dertaku lagi, dan wajib untuk

yang bersangkutan tidak
dimakud dalam pasal 91

26



pasal 94

(1) SIIGA diberikan dan berlaku pada 1 (satu) sarana kefarmasian.(r)I"ffi:, prakek sebasaimana ;i*6;';;; ayat (1) dicantumkan datam

pasal 95

(1):ai|eefihwaq 
fl"J:?,f"tt 

sIKlM adalah setama 5 (lima) rahun dan dapat
(2) SIKAA dapat habis masa berrakunya seberum jangka wa*u 5 (rima) tahun,apabira surat lzin Asisten.npoteditsrnniha'brs masa berrakunya dan tidakdapat diperbaharui kembali.

pasal 96

(1)Dalam rangka pembin:.A_d.l,pengawasan, 
terhada_p surat izin kerJa wajibdirakukan pendaftaran_urang 

rhLreg"rstrasi) Jet''ap I (satu) tahun sekari.(2) Pendaftaran urang sebagairin" o-iritr,ii-paoa avat (r) harus diaiukansetambat-lambatnya 1 (satu) bulan r"O"f Jrn'j-.trf, t"rpo.

pasal 97

t t' 
lH":[T ff ffi enountran ulans vans tetah dikeruarkan atau diresistrasi,

(2) Besamya pungutan sebagjrimana dimaksud pada ay_at (1), ditetapkan Rp.100.000,- |izindan pendJftaran ur.rglR"Jt tiJ Rp. 50.000/Tahun.

pasal 9g

;:::11,"'f8::',:i!f i:",i:"ilf 
izin dikenakan biava Leses sesuai densan

pasal 99

Asisten Apoteker yang menghentikan pekedaan 
.kefarmasian, maka yangbersangkutan wajib membrirahukan / rerapoir"i,iia Kepara oi.ir'r.i"nit",i. '

pasal 100

(1) Dalam hal terjadi perpindahan tempat bekerja kefarmasian, maka yang
._. bersangkutan wajib melaporkan kepada fepJa-d'inas Kesehatan.(2)Jangka waktu peraporan. sebagaimanr oir.rruo pada ayat (1), wajibdisampaikan serambatJambatnya-l rsatul u"irr*reterah perpindahan tempatbekerja.
tl)fPapita k9!e1tua1 ayat (a tidak dipenuhi, maka surat lzin Kerja AsistenApoteker (srGA) vang diberikan oiivatarin'tioak berrak; rag;, |.,iiri:iiuuntuk mengajukan permohonan izin baru.
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Bagian Keenam
Pengobat Tradisional

pasal 101

(1) Fti?q pengobat Tradisional yang akan metakukan praktek penqobatantradisionar sesuai profesinya,' wiiiu- m.ririri iuiri i"ia'n:Li'ijE"i.ortTradisionat (Srpf dan Sunt rzin p.'ngonrii,'oirionriisrdi-,*, , \-' re

(2) Srpt dan SrpT t"br^91,gl1dimaksud pada ayat (1) diketuarkan oteh KepataDinas Kesehabn atas nama Bupati. 'i - - -i

pasal 102

(1) Untuk memperoreh srrat_Terdaftar pengobat rradisionar (srpr) sebagaimanadimaksud dalam pasal- 101 ayat (1i,'y;n9 bersangkutan mendaftarkan diridengan cara menoaiukan permbrronan re.a'ra tertulis kepada Bupati merarui
._. Dinas Kesehatan Oerigan mengisi formulir yrnf tufrn disediakan.(Z) 

le11on9pn sebagaimana -dimaksud 
duOi lavat (1) diajukan densan

T*r.p1rk_n persyaratan yang meliputi : '
a. Biodata pengobat Tradiiionll.
b. Foto Copy Sertifikat / Ijazah pengobat tradisioanat yang dimiliki... 

;::1,#"rTrnsan 
Lurah tempal reiar,uun pereriain -seoaili'pengobat

d. Rekomendasi dari^asosjasi. / organisasi profesi di bidang pengobatantradisioanal yang bersangkutan.

9. luFt pengantar puskesmas setempat.f. Rekomendasi Keja,lg1n fVege.i- Oigi pengobat tradisional ktasifikasisupranaturar dan {antor Agama Ka-bupiten oagi p.ngd.i trioirio"rrklasifikasi pendekatan agama.
9. Foto Copy KTp yang maiih berlaku.
h. Pas Foto Wama Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 cmsebanyak 1 (satu) lemoar.

(3) Permohonan vano dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan, paling lama 2(dua) hari segera 
-oisa 

mpaitan rcp5oi-reparu 
-din., 

Kesehatan.

Pasal 103

(1) Permohonan pemberian srpr ditorak apabira yang bersangkutan tidakmemenuhi salah satu persyaratan seoagaihanJ oimaisuo oJia"m-palar'iozayat (2).
(2) Penolakan atas pemberian- SfpI .sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diketua.rkan pating tama 6 (enam) hari ifi;;;jak diterimanya permohonanyang disertai dengan alasan_alasan penolakjn.

Pasal 104

Dalam hal permohonan 
{'::!]ril.raka pa.ting tama 12 (dua betas) hari kerjasejak diterimanya permohonan, Kepara 

'oinai 
resenabn atas nama Bupatimengeluarkan surat rerdaftar pengobat rradisionit ( srpr I ,"iurri -ril[a,

Kesehatan.
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Pasal 105

q) SfT hanya diberikan dan berlaku untuk 1 (satu) tempat praKek.
(2) SIPT berlaku selama pengobat tradisional melakukan'praktek.

Pasal 106

(1) Pengobat rradisionar yang metodenya telah memenuhi persyarabn
penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian sefta terbuKi aman dan

__. bermanfaat bagi kesehatan, dapat diberikbn iiin.
(2) untuk memperoreh surat Jzin pengobat rradisionar (sIFr) sebagaimana

dimaKud datam pasat 101 ayat (1) dan pasat rd6 #t fii, Vi"gb-ersangkutan mengajukan permohonan-terturis kepada aupati meritui tiinas
._. Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
(3) Permohonan sebagaimana 

. 
dimaksud- pada ayat (2) diajukan dengan

melampirkan persyaratan meliputi :
a. Biodata pengobat Tradisional.
b. Foto Copy sertifikat / Uazah pengobat tradisioanal yang dimiliki.
c. surat Keterangan Lurah tempat merakukan peker;ain sebagai pengobat

tradisional.
d. Peta Lokasi usaha dan denah ruanoan.
e. Rekomendasi dari asosiasi/ orlanisasi profesi dibidang pengobatan

tradisional yang bersangkutan.
f. Foto Copy Sertifikat lljazah pengobatan tradisional.
g. Surat Pengantar puskesmas setemDat.
h. Foto Copy KTp yang masih berlaku.
i. Pas Foto warna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) rembar dan ukuran 3 x 4

cm sebanyak 1 (satu) lembar.
(4) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan, paling lama 2

(dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 107

(1) Permohonan pemberian surat Izin pengobatrradisional (sIFf) ditolak apabila
yang bersangkutan tidak memenuhi sarah satu persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3).

(2) Penolakan atas pemberiaan slpr sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari lierja sejak diterimanya permononin
yang disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 108

Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 {dua belas) hari kerja
sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan atas nama Buoiti
mengeluarkan surat Izin pengobat rradisional (slpr) melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 109

(1) SIPT hanya diberikan dan berlaku untuk 1 (satu) tempat praKek.
(2) SIPT berlaku selama 3 (tiga) tahun.
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Pasal 110

(1) D-al9m rangka pembinaan dan pengawasan, terhadap surat izin kerja wajib
. . dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (iatu) tahun sekaii.
(2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud paoa iyat (1) harus Ji.irt.n

selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 111

(1) srPT' sIPT dan pendaftaran ulang yang terah dikeruarkan atau diregistrasi,
dikenakan pungutan.

(2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. SuratTerdaftar pengobat Tradisional (STpT) sebesai ip. tOd.OOO,_
b. !un! rzin pengobat rradisionar (sivD deoesar Rp. 200.000,!p.in dan

Pendaftaran Ulang/Registrasi Rp. 50.000hahun.

Pasal 112

setiap pengajuan pendaftaran dan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai
dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 113

Pengobat rradisiona.r yang menghentikan dan/atau menutup kegiatan praKeknya,
Takq yang bersangkutan wajib memberitahu'kan / merapor teiaoa rlpiia-oirias
Kesehatan.

Pasal 114

(1) Dalam hal tefiadi perpindahan tempat praKelg maka yang bersangkutan wajib
melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Jangka _waKu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibdisampaikan serambat - rambatnya I (satu) ouran setedh p,Jiriiro.n-'u.
tempat praKek.

(3) Apabila kgtg$uan ayat .(2) .tidak dipenuhi, maka surat Izin pengobat
Tradisional (slpr) yang diberikan dinyatakan'tioak oeairu rusi, d;'"u;u::iu
untuk mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 115

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan secara berkala kepada
Kepala Dinas Kesehatan provinsi tentang peiatsanaan pemberian atau penolakan
Surat- Izin PraKek DoKer,. SIPB, SIK Siee, Surat Izin Kerja npotet6i (iffal,
SIIGA, STP| dan SIpT dengan tembusan kepada masin!_masing organisasi
Drofesi.
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BAB XII

rzrNtTA:Jf Hi$f*'ff*1'J$il*n
pasal 116

(1) Setiap usaha dibidang- ggqFr.harus terlebih dahutu mendapat izin dari.^. gupati atau pejabat tain yang Oituniut untu['itir](2) rzin sebasaimana g'.Tr_Sr-. ,y;, "i;;" Jiferorerr seterah mensaiukanpermohonan kepada,Bupati cq., rLpata.tinal'?esetratan dan / atau 
-peiauat

,,,i1,,i,ii{""#lii*,,*l';J"J1i?,T[iF'',"''''-'v"iviig-;ii"5,=.iiun,tt' 
Hl .::SI|,.#'iiHrs 0i;ai ;il;;;l'ns.n ketentuan setiap bhun ditinjau

pasal 117

(1) Bupati atau pejabat-lu,!_ fln .ditunjuk dapat memproses izin setetah

. ". &J:;i$, df ff :fl I " 
oa ri tiri t"-r,# 

-rji"# 
"r"sehara n setera nlner Jluia n

(z' I rm teknis sebaqaimana dimakud ayat (1) merakukan pemeriksaanditapansan dan hasltnya J,t*rg'iiljJru,it#riA'o.rr.,

pasal 119

(1) Dalam hat pemeriksaallT^Tlnf..Dinas 
Kesehatan memenuhi persyaratan,

.". W;ff ff';11'#t v*s' ;it';;j,k'Hiffir,u.run izin u;ha'bi;;e
\z) ua'm har pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan tidak memenuhi persyaratan,

;:ffi'[T: 
Daerah menorat perrnonoii#'iin' a'u'ngun mencantumkan arasan

MASA RErRrBu* o'?tl#ti*oru* TER'TANG

pasal 119

(1) Masa Retibusi perizinan.penyerenggaraan 
profesi perayanan kesehatan adarahiffi *t* 5 (tima) t n- J"i'J""i.#.lui-rr"n9 atau diresistrasi setiap

(2) Masa Retribusi lzin usaha bidang kesehatan adarah jangka waktu tertentuyang tamanya 12 (dua belas) bulai.

pasal 120

Retribusi terutang daram. masa rehibusi terjadi pada saat dimurainva
l:gnr*nnuran 

profesi perayanan rerenitun ai-n'ienoioitan rzin usaha bidans

3l
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BAB XIV
TATA CARAPEMBAYARAN

Pasal I2I
(1) Pembayaran Retribusi Daerah Izin Usaha Bidang Kesehatan dirakukan secaratunai ke kas Daerah m.elalyi aank persepsi yang dituniut< oleh Bupati;(2) Apabira pembayaran Retribusi dirakukan seterJh tewat waktu yang ditentukansebagaimana dimakud para ayat (1), maka dikenakan sanrri iominiJrasi

berupa denda sebesar 2o/o (dua persen).

Pasal I22

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajibretribusi lzin Usaha Bidang Kesehatan untuk mengangsur retribusi terutangdalam rangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati;

Pasal LZ3

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasar 121 ayat (1)
diberikan tanda bukti pembayaran;

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
(3) Bentuk, isi, kuaritas, ukuran buku dan tanda bu*i pembayaran Retribusiditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PENGUMNGAN, KERII{GANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 124

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribuslIzin usaha bidang kesehatan.
(2) Pemberian.pengurangan dan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksudpada.ay.at (1) dengan mempertihatkin remamfuin wajib r&ribusi, unt riiuin
,", gllT-{!_"Iikal \epadg 

pengusaha kecit untuk mengangsur.(r) pemDebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pioa'ayat (1) antara rain
. -. 99"r'Fn kepada wajib retribusi yang ditimpakin b"n..nu aram, kerusuhan.(+) 

]ata.cara 
pengurangan, keringanan oun p.iruuoasan retribusi ditetapkan orehBupati.

l
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BABXVI
KEBERATAN

pasal 125

(1) y,vaj'! retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas 
'KRD 

danSTRD;
(2) Disampaikan sec.r?r terturis kepada Bupati abu^pe.jabat yang ditunjuk paringtama 2 (dua) butan sejak ranggbrsKRDe;; fro diterima;(3) Pengajuan keberatan iioat m-e-nunaa puriivl'.n;(4) permohonan kebenran sedilir;;fiil;iiro puou. ayat (1) dan ayat (2)harus diputuskan oteh, eupatiirau GJ;t r;9 ditunjuk datam jangka wa*upating rama 6 (enam) outdn seiai tJndsriil;Lnonun keberatan diterima.

r NsE r{rr F r.tf,?rm RErRr B usr
pasal 126

(1) Kepada Instansi pemungut diberikan penunjang operasionar sebesar 5 0/o(Lima persen) dari iumlah- retriOusi ving';d#secara bruto ;(2) Penunjang operasianar sebagaimina"oritrro ayat (1) pada pasar ini
fl:TJll"J"["ffi1i 

petueas p6"ngut;;t'ib;;' vans akan diatur densan

*r*rrriitoffitl*nuon
IZIN PEI{YETENGGARAAN PNOriSr iiiiAVAilAN KESEHATAN

Bagian pertama
Dokter,
pasal L27

(1) Dokter yang terah memiriki slp (surat Izin praktik) dan menyerenggarakanpraktik peroranqan waiib,er"s"ng pil; n#; pranik kedokera n.(2) Papan nama Gbaoaihana oimar<iu?-i,ioi-lvit (1) harus memuat nama
._. dokter dan nomor r6gishasi, ,urrri J"nf,Jn'3rp'vrng diberikan.(3) surat lzin praktik hirus_dpapng fid;;;'iranik dan nomor surat izinpraktik harus dicantumkan pada firias r"r"p.'' '

pasal 128

Setiap Dokter vano beroraKek 
.wajib mengikuti pendidikan dan pelatihanKedo*eran berietaiiutan'.yang. dise'hnggaii6n--oren organisasi profesi danlembaga rain yang oirit<reoitisi or"h rg.iir;ri p'rir"i daram rangka penyerapanperkembangan itmu pengetahuan oan t6tnordi l;;;k".".
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pasal 129

(1) Doker dilarang :
a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.b. Menjarankan praktek diruar ketentuin yang- t"r.antum daram surat izinpraKek.
c. Memberikan abu meracik oba! kecuali suntikan.
d. Menjatankan praktek datam ke;da;; nril-o* r"ntut terganggu.(2) Larangan sebagaimanadimaksud il; il."i i ) huruf c tidak berraku bagi

!ffi", Vung bertugas didaerah terpencit'yang tidak ada tempat pelayanan

Bagian Kedua
Bidan
pasal 130

(1) Setiap bidan yang terah memiriki izin pra*ek dan menyerenggarakan pra*ek
,.. Iubj9lngn,_wajib memasang papan nama.(z/ 5umr rzrn praKek harus dipajang pada ruang praktek.

pasal 131

11931_bjd,"l_ t ng menjatankan praKek berkewajiban meningkatkan kemamDuanKerrmuan dan / atau keterampirannya merarui pendilir.rn utur"p"ril;;;. "-"'r"

pasal 132

(1) Dalam merakukan pnkek, bidan wajib merakukan pencatatan dan peraporan
,^. :Trai dengan pelayanan yang diberikan
(2,, petaporan sebagaimana, dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaporkan ke puskesmasoengan tembusan kepada Dinas Keiehatan.- 

. '

pasal 133

ffffi #il'ff if,:*3:o*' bidan wajib menaati semua peraturan perundans-

pasal 134

(1) Bidan dalam melakukan praktek dilarang :
a' Menjarankan pra*ek apabira udak seiuai dengan ketentuan yang tercantumdalam izin praKek.
b. Melakukan perbuatan-yang bertentangan dengan stanctar profesi.(2) Bagi. Bidan yang memberikan pertodngan o"aram readaan darurat ataumenjarankan tugas di daerah terpencir vaig tidal ada tenaga kesehatan rain,dikecuarikan dari rarangan seoagdimana or'ur,J,il'p"0" ayat (1) huruf a.
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Bagian Ketiga
Perawat

pasat 135

(t) 
le3wat da,ram menjarankan pnktek pero'ngan harus mencantumkan slpp diruang praKeknya.

t" 
;:ji[i: 

dalam menjalankan praKek perorangan wajib memasang papan

pasal 136

Perawat selama menjalalfgn gpKek perawat, wajib mentaati semua peraturanperunclang-undangan yang berlaku.

pasal 137

(1) Perawat yang telah mendapatkan SIK atau SIpp dilarang :a' Menjarankan nraktgi_sgrain ret"rangin ying tercantum daram izin tersebut.b. Menjalankan oerbuatanyang OertuntandanZ.ngrn ,t ndar profesi.(2) 
la-gj.?eqwat yang memberiti." p;,1il;;;n-*oaram keadaan darurat a*umenjarankan tugas didaerah.terpencir vund tia* .0. t"nigik"ilhi;n [in,dikecualikan dari larangan seUagiimana oiririiiuo pada ayat (1) huruf a.

4otere r aa f Xt ru ff:X3"1t" lora Apote k

pasal 138

(1) Apojeler wajib merayani resep. sesuai dengan tanggung jawab dan keahrian,-. profesinya yang dilandasi paoa tepeniinlan',iasvaratat.
(2) Apoteker udak diizinkan untuk mengginti ;b;i generik yang dituris daramresep dengan obat paten.
(3) Daram har pasien tidak mampu menebus obat yang terturis didaram resep,

ffi"f*"r 
wajib berkonsurrasi dengan oottei rnt,;r, p-emirirrin ouaiv."gilin

pasal 139

Apoteker wajib memberikan informasi :
(1) Yang berkaitan denoan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.(2) Penggunaan obat sicara tepat, aman, ,.rionir iLr permintaan masyarakat.

Pasal 140

{t) fggolla Apoteker menganggap bahwa daram resep rerdapat kekeriruan ataup€nulisan resep yang tidari tepat, Rpoteker naius memoeritahukan kepadaDoKer penulis reseo.
(2) Apabira daram har dimaksud gygt (1) karena pertimbangan tertentu Dokterpenulis resep tetap pada penoiriannya, DoKeiwajib rnri.rvrtuiunnvi ,"?itertulis atau membubuhkan tanda tangan V.ng trrirn diatas iesep.
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pasal 141

(1) Salinan resep harus ditandatangani oleh Apoteker.(2) Resep harus dirahasia*an oan-Jisimpi" iJnsr" baik daram jangka wa*u 3(tiga) tahun.
(3) Resep atau sarinan^resep hanya boreh diperrihatkan kepada Doker penurisresep atau yang merawat. penderita, p"ndeiia yang bersangkutan, petugaskesehaian atau petug€s lain yang Udr*en_ang-menurut peraturan perundang_undangan yang berlaru.

pasal 142

(1) Apoteker berkewaiiban-menyediakan, menyimpan dan menyerahkan Sedlaan
.^. Farmasi yang bermutu baik d'an keab;ha;;y; ie6amin.(2) sediaan Farmasi vang karena ;;r.t, ;;i';o.af oapat digunakan ragi ataudilarang digunakan, 

-h?Iy, glr.*luhf.in O.nJun cara dibakar atau ditanamatau dengan cara lain yang ditetapkan ofefr au'piti.

Bagian Kelima
Pengobat Tradisional

Pasal 143

Pengobat Tradisional wajib menyediakan :
(1., Ruang keda dengan ukuran minimal2x2,50 mz.(2) Ruang tunggu.
(3) Papan nama pengobat. tradisionar dengan mencantumkan surat terdaftar /surat izin pengobat tradisional, serta f uai maGimaf papan 1 x i,i mi.'--.*(4) Kamar kecit yang terpisah dari'ruang G;doirta".(r, penercngan yang baik sehingga Oapit mehOeOakan warna dengan Jelas.(6) Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaraLn hygiene dan sanitasi.(7) Ramuan obat tradisionat yang memenuhi persyaratan.
(8) Pencatatan sesuai kebutuhanl -"-"' rvrv'v'

Pasal 1.14

(1) Pengobat tradisionat 
,tarus _q:ngg.rTkan peralatan yang aman bagi_ kesehatan dan sesuai dengan metode keilmuannva.(2) Pensobat tradisionat 
ry_g !,gqk ild; ;;ffibati pasiennya atau pasiendalam keadaan gawat darurat, narus mliuiui'p'asiennya i" r"b"r p"rarri".,kesehatan terdekat.

pasal 145

(1) Pengobat tradisionar daram memberikan perayanan wajib membuat catatanstatus pasien.
(2) Pengobat tradisionar wajib. meraporkan kegiatannya seuap 3 (tiga) buran sekarikepada Kepala Dinas Kesehatan.
(3) Laporan sebagaimana_djTLFrd.pada.ayat (2) metiputi jumtah dan jenis

kelamin pasien, jenis penyakit, metode oari iirijengoUatannya.



pasal 146

(1) Pengobat tradisionar,- dirarang menggunakan perarahn kedokteran dan,^. penunjang diagnostik kedokterin.
(z,, pengobat tradisionar dirarang memberikan dan / atau menggunakan obatmodern, obat keras. nartotifjojn prif,oiilpif*"rtu bahan berbahaya.(3) pensobatan hadisionat djtrrd;"'ilil;J[# Jo., hadisionat yans dipod uksioteh industri obat tradision:i ip;ffilij*v'ris tidak terdaftar dan obattradisional racikan yang. baha; bakunya,fioat memenuhi persyaratankesehatan serb bahan o.ioanava iaiiivi'" r''

pasal 147

(1) Pengobat tradisionar dirarang mempromosikan diri secara berrebihan dan,., I."lb".il,.n informasi yang menyesatkan.

", #ilff:l menvesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara tain
a. Penggunaan gelar_gelar...tanpa melalui jenjang pendidikan dan sarana. pendidikan yang terakreditasi. - -'-' Jv'uu

D' Menginformasikan bahwa pengobabn tersebut dapat menyembuhkansemua penyakit.
. 

lff#ffi;ilasikan 
tetah memitiki Srpr dan Srpr yans pada kenyaraannya

(3) Pengobat tradisional hanya, dapat menginformasikan kepada masyarakatberkaitan dengan ,"ro.1l1Tlg, :", pr'Li"ri,ieanlian dan getar yang sesuaiclengan STpT atau SIpI yang dimilikinva.

pEM BITAANTABJIil ilGAwAsAN

pasal 149

(1) Dalam rangka pembinTn_-dT. pengawasan, Bupati dapat membentuk Tim /Panitia yang bertugas^merakukai p"ri"lia-,r5t penverenggaraan profesi.-. petayanan kesehatan di Daerah.
(2) Tm 

-/ 
paniua sebagaimana 

.dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsurpemerintah, organisasi profesi dan fiAJk;#Ln terrait tainnya.

BABn(
SAT{I(SI ADMIT{ISTRASI

Bagian pertama
Dokter
pasal 149

rt) !.1[9r v,1g meranggar ketentuan sebagaimana dimaksud daram pasar 43ayat(r) dan (2), pasat LZ7 
l.1l 

pasat 129 uiuitrJ Furat ran Daerah inidikenakan

illf;rtadministrasi 
berupa pencabutan serirdnal surat izin praKek sebagai



3. !]n!rl petanggaran 
llngan, setama_tamanya 3 (tiga) butan,b. Untuk pelanggaran sedang, selama_lamanyi 6 lenam) bulan.c' Untuk peranooaran berat,-pencabuiun irin *riru-ramanya 1 (satu) tahun.(2) Kriterra dan ren-is Deranggai"n seragatmana-oiii*.ro daram ayat (1), akandiatur kemudian oleh Buplti.

pasal 150

Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud clalam pasal 149 ayat (1),dirakukan seterah Keparr, ?irgt 
-r"senaa-n 

itlJ'nuru Bupati memberikan

i#liXflj:-uis 
sebanyak 3 (tiea) mrioerturuiliurut datam tenssans waktu 1

pasal 151

sebelum keputusan oencabutan surat lzin pra*ek Dokter ditetapkan, KeparaDinas Kesehatan terteoitr oatrrru rn"no"ngur'plrti,nornsrn dari Majeris Disiprinrenasa Keseharan (MDllg ;b" ;;;;"'o"froiil.rn ctan pensawasan EtikaPelayanan Medis (MpiEpMl iesraipenfirian *.ii.ng_rnoangan yang bertaku.

pasal 152

(1) Keputusan pencabutan surat rzin praktek Dokter disampaikan kepada dokeryans bersanskuran dgtam..ygkr;ianiilJai;rrya 
14 (empat betas) hari,", lT,lilng sejak keputusan ditetapkan.(2, uatam Keputusan *b:Sg,.r..d dimaksud pada ayat (1) disebutkan lama,^. pencabutan Surat Izin praftet oof.t"i.- --- """.(JJ remadap pencabutan surat Izin pra*ek Do*er sebagaimana dima*ud pacraayat (1) daoat diaiukal, remraan-i<eiio-"''iJp.r" Dinas Kesehatan provinsidalam waktu 14 ( ehoat bet.t tffi,;f# A;il rsan diterima.(4) Apaoita datam waku'r+ fgrpirt o"rrriii.litilil diaJukan keberaran, makakeputusan tersebut diny€raka; ,;il;yri [t ,]Jtan nutum t"tap.(5) Kepara Dinas Kesehatah provinsi mJriiriiiri", iTurgk t pertama dan terakhirsemua kebentan menqenai p"ncroGn 

-duiii 
L]n prar<ter< Dokter.(6) sebetum prosedur kebentai *d;;i;;il';ir;'ksuo pao.a ayat (3) ditempuh,Pengadiran Tata usaha Nega" uoii u"*"rr'iirengacriri sengketa tersebut

;Hl}i:ltilff $;:i51;:t;a;'d;#g"No'oisi'n"irgi'ot"ii.",ig

Bagian Kedua
Bidan
pasal 1S3

Bidan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasalri' avat (1) dan (2). pasar^132 
llul (1) dar dJ, Fl*rrs3 i." pl*rir+-i'rJ,"r"rl

:r"i;fYJilr".':ffj,1 
inioitenatan sankii ioministiariolrrpu pencabutan ,"r'untjia
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Pasal 154

Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud daram pasar 153, dirakukansetelah Kepara Dinas Kesehatan atis nami srpiiir.rb.rikan peringatan terturissebanyak 3 (tiga) kali berturut-turrt aafar-t"niJan9'*u'.tu 1 (satu) bulan.

pasal 155

sebelum keputusan pencabutan sIPB ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan terlebihcrahuru mendengar pertimbangan dari Majeiis oiripiii Tenaga Kesehatan (MDTK)atau Majeris pembinaan 011-elgawqsal-5tit. e.irrv.nan Medis (Mp2EM) sesuaiperaturan perundang-undangan ying berlaku.

Pasal 156

Keputusan pencabutan sIpB disampaikan kepada bidan yang bersangkutandatam waktu setambat _ tambatny;J; i;'#;;,.s) hari terhitung seJakkeputusan ditetapkan.

?:1111 F?t{ljln sebasaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan tamapencabutan SIPB.
Terhadap pencabutan SIPB- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
91491 tgb.eptan kepada Kepatabin., i"r"ntJprovinsi datam waKu 14lempat belas) hari setelah keputusan diterimi.' 

--"
Apabila dalam waktu 14 (empat belas) naiiUOaf diajukan keberatan, makakeputusan tersebut dinvatirari mempu,iviii.L[riilan''nurum tetap.Kepata Dinas xesehatan provinsi rdrrilil;';il;grr, p"rt r. dan terakhirsemua keberatan mengenai pencabutan Sfpg. 

- -""'
seDerum prosedur ,"*oq1_T?3naimana dimaksud pada a)€t (3) ditempuh,Pengadiran Tata usaha Negara tidrk oerwenang mengadiri sengketa tersebutsesuai dengan maksud easa1l UnOangunJan;frffi;, 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negan.

Bagian Ketiga
Perawat

Pasal 157

Perawat yang meranggar ketentuan sebagaimana dimaksud daram pasar 66, L35,136 dan pasar 137 avat (1) peraturan r["nn i"ioirenakan sanksi administrasiberupa pencabutan semeritara surat izin praKek (SIK atau SIpp).

pasat 159

Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud daram pasar 157, dirakukansetelah Kepala Dinas Kesehatan atis.nama gupatim"moerikan peringatan terturissebanyak 3 (tiga) kati berturut_turut dalam tunggrng *uktu f fsJtui Oi,ian

1)

2)

3)

4)

s)

6)

JY

l

l
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Pasal 159

:ibeJuT kepulusan pencabutan SIK atau SIpp ditetapkan, Kepata Dinas
Kesehatan terlebih dahulu.mendengan pertimbangan dari r'a'a:erii oisiilin renaga
l9rgha-F! (MDTK) atau Majeris pembinaan dai eengawasan Etiku peravanan
Medis (MP2EPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 160

(1) Keputusan pencabutan SIK atau. SIpp disampaikan kepada perawat yang
bersangkutan dalam waKu selambat_lambatnya 14 (empai belas)'hari

-_- terhitung sejak keputusan ditetapkan.
(2) Daram keputusan sebag_aimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan ramapencabutan SIK atau SIpp.
(3) Terhadap keputusan pencabutan sIK atau slpp sebagaimana dimaksud pada

lygt (1) dapat diajukan keberabn kepada Kepara Dinas Kesehatan piovinsi

,.. 9ullT waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.
(zl) ApaDrra daram waktu 14 (empat beras) hari tidak diajukan keberatan, makakeputusan pencabutan sIK atau sl'pp tersebut dinyatatan runipr"vui

kekuatan tetap.
(5) Kepala Dinas Kesehatan provinsi memutuskan ditingkat pertama dan terakhir

semua keberatan mengenai pencabutan SIK atau SIpp.
(6) sebelum prosedur keberatan sebagaimana oimir<suo pada ayat (3) ditempuh

Pengaditan Tata usaha_Negpra tid;k berwenang menladiri sbngiela tersiout
sesuai dengan maksud pasal 4g undang-undang womoi 5 Tahu;19g6 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 161

(1) Dalam keadaan ruar biasa untuk kepentingan nasionar, Menteri Kesehatan atasrekomendasi organisasi profesi dapat mlncabut untuk sementara sti atauSIPP.tenaga perawat yang melangrgar peraturan perundang_un-ung* Vungberlaku.
(2) Pencabutan izin semenbra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seranjutnya

diproses sesuai dengan peratura; perundang_undangan yang lidatu.

Bagian Keempat
Apoteker dan Apoteker pengelola Apotek

Pasal 162

(1) Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati mencabut surat Izin Kerja Apoteker
apabila :

a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan atau melakukanpelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang_undangJn yung
berlaku.

b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud daram pasal
138, 139, 1,10 dan pasal 142 ayat (1) peraturan Daerah ini.

(2) Kepala Dinas Kesehatan seberum- merakukan pencabutan sebagaimana
dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai pOtvl setempal

l
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pasal 163

(1) Pelaksanaan pencabutan Izin sebagaiman dimar*ud daram pasar 162 ayat (t)dilakukan setelah dlkeluarkan :
a. Peringatan secara terturis kepada Apoteker sebanyak 3 (tiga) kari berturu_
,_ luruf dengan tenggang yvaktS masing_masinji lrulry Oubi.-,b' pembekuan Izin untuk jangra wartrisetami-tamany5 6 (enam) buran sejak

,^. ^ 
dikeluarkannya penebpin pembekuan f<eqiatan,

(zJ pembekuan Izin sebagaiman dimaksud dilam ayat (1) huruf (b), dapatdicairkan kembari apabira terah memouttiGn memenuhi seruruh persyaratan
,^. :err.idengan ketentuan datam peraturan Ou.iin iru.(r, Fenmiran Izin dimaksud pada ayat (2) dirakukan seterah menerima raporanpemeriksaan dari T1m pemeriksa oinai Xesenaian.

Pasal 164

Keputusan pencabutan surat lzin.oreh. Kepara Dinas Kesehatan disampaikanrangsung kepada vano belsalo.kutan oengin-t#ousan disampaikan keDactaMenteri Kesehatan darirepara oinas resenStan piovinsi serta Kepara eatai 
'pot\4

setempat.

Bagian Kelima
Asisten Apoteker

pasal 165

(1) Bupati dan / atau organisasi profesi dapat memberi tindakan disiplin berupatily9n risan, tegurari.,tertutis'samlai?-,irs";';i*.butan izin kepada AsistenApoteker vans merakukan peranss'aran Gilid; pasar 9o iv"t iii piiiri..
Daerah ini.

(2) Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)di la ksanakan sesuai dengan peraturan p-erunoa ng-unoangan yang beraku.

pasal 166

sebelum pencabutan sIKM ditetapkan, Kepara Dinas Kesehatan terrebih dahurumendengar pertimbangan dari organisasi profd. - "

Pasal 167

(1) Keputusan pencabutan sIKAA disampaikan kepada Asisten Apoteker yangbersangkutan datam 
.y_a$y . 

setamoit_tambaviya t+ lempaf U"iurl 
,iluri

.^. terhitung sejak keputusan ditetapkan.
(2) Daram. surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan ramapencabutan SIIGA.
(3) Terhadap 

\gqutusan pencabutan sIMA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) gaqat diajukan kebepln kepada Kepala Oinis resenatan provinsi datam
,.. yrq 14.(empat belas) hari seteiah keputurunJit"rtru.
('+) ApaDra daram wa*u l4^(gqr?at beras) hari tidak diajukan keberatan, makakeputusan pencabutan sirnn terseuut oinvut lun mempunyai keputusanhukum tetap.

4l



(5) Kepara Dinas Kesehatan provinsi memutuskan ditingkat pertama dan terakhir
_-. semua keberatan mengenai pencabutan SIKAA.(6) sebelum prosedur keberatan sebagaimani dimaksuo pada ayat (3) ditempuh,Pengadiran Tata usaha Negara tidik G;e;;il mengadiri sengkeb tersebutsesuai dengan maksud,pasar 4g Undang-unJang-t'lomo-, s ranuriigilo tenLngPeradilan Tata Usaha Neoara.

Bagian Keenam
Pengobat Tradisional

Pasal 169

Pengobat rradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 
.101, ro4, Lo6, r43,i44, t+f -dan pur.i ic6 i"-rtrrun Daerah ini dikenakansanksi administrasi berupa :

a. Teguran Lisan;
b. Teguran Tertulis;
c. Pencabutan STpT atau SIpT;
d. Penghentian sementara kegiatan;
e. Larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.

Pasal 169

(1) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16g,dirakukan seterah Kepara Dinas Kes-ehatan rt i nrr. Bupati memberikanperingatan terturis sebanyak 3 (tiga) kari berturut-turut daram tenggang ;;ktu1(satu) bulan.
(2) sebelum pencabutan izin ditetapkan, Kepara Dinas Kesehatan terrebih dahurumendengar pertimbangan dari organisasi profesi.

Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan
organisasi profesi.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 170

Klbupgten melaporkan setiap pencabutan izirr kepada
Provinsi dengan tembusan kepada masing_masing

BAB nI
KETENTUAN PIDAI{A

Pasal 17l

(1) DoKer yang melanggar ketentuan sebagaimana
ayat (1) dan (2) peraturan Daerah ini, diancam
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
(sepuluh juta rupiah).

dimaksud dalam pasal 43
dengan pidana kurungan
banyak Rp. 10.000.0001:
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(2) Bidan yang melanggar ketentuan sebagEimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah).

(3) Perawat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah).

(4) Apoteker yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaKud dalam Pasal 81
ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(5) Aslsten Apoteker yang melanggar ketentuan s€bagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah).

(6) Pengobat Tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (1) Peraturan Daerdh ini, diancam dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah).

(7) Izin Usaha bidang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal
116 ayat (1) diancam pidana kurungan selamajamanya 3 (tiga) bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah);

Pasal 772

Tindak pidana sebagaimana dimakud dalam Pasal 171 ayat (1) sampai dengan
ayat (7) adalah pelanggaran.

Pasal 173

Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam BAB )0( peraturan
Daerah ini, terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan dapat diancam dan /
atau dikenakan sanksi pidana dalam hal terbuKi melakukan tindakan yang
berwenang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB NII
KETEI{TUAN PERAUHAN

Pas€l \74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah dikeluarkan tetap
berlaku sampai dengan jangka waKunya berakhir.

Pasal 175

HaFhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis
pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan / Keputusan Bupati
dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
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BAB)C[IN
KETEI{TUAN PENUTUP

Pasal 176

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

f0ar setiap orang dapat mengebhuinya, memerintahkan pengundangan
P€raturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerahkabupaten
Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada Tanggal : 9 Februari 2011

Diundangkan di Andoolo
Pada Tanggal : 9 Februari 2011

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN KONAWE SELATAI{,

rlrUna-
H. SARDJUN MOKKE

LEMBAMN DAEMH IGBUPATEN KONAWE SETATAN TAHUN 2011 NOMOR : [$
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